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a.

b.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO

bahwa dengan  terbentuknya Kabupaten Tebo, dipandang periu
meningkatkan Penyclenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan,
dan Pembinaan kemasyarakatan guna manjamin Pextembangm dan
kemajuan Daerah pada masa mendatang.

bahwa untuk menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa
mendatang, dipandang perlu menggali Pendapatan Asli Daerah  dalam
Kabupten Tebo.

bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Dacrah dalam Kabupaten
Tebo, Retribusi Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Dacrah.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hurup a, b dan ¢ diatas periu
menetapkan Retribusi Pasar dengan Persturan Daersh Kabupaten Tebo.

Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun. Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182
Tambshan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-undang Nomor
14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor $4 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3969); )

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Ncgara
Nomor 3839),

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(L embaran Negara Talwm 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembazan Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 368S) Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahahan Atas Undang-undang No 18 tabun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Nomor 40438),

Undang-undang Nomor 2¢ Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Iembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ientang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana {Iembaran Negara Talum 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 wntang Retribnusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 36923,

Peratwran Pemierintah Nomor 25 Tahua 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan I .cinbaran Negara Nomor 3952);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan
Peraturan Petundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Talmn1999 Nomor 70),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawa Negeri Sipi dilingkungan Pemerintah Daeraly,

Keputnsan Monteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Dacrah Perubahan;

Kepuntusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesatan Peratman Dacrah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun tentang Tata Cara
Pemetiksaan di Bidang Retribusi Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkun dan Jenis-jonis Rewribusi Dacrah Tingkat I dan Daerah Tingkat 11,

16. Keputusan Menteri Dalam Nogeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang

Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
17 Keputusan .....



17. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 43 Talum1999 tentang Sistem dan
Prosedur Administrasi Pajak Dacrah, Retribusi Dacrah dan Pencrimaan
Pendapatan lain-lain;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH

KABUPATEN TEBO

MEMIUTUSKAN :
Menetapkan ¢ PERATURAN DAEKAYH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI
PASAR
BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal !
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kebupaicn Tebo;
b. Pemermtah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo;
c. Bupati adalan Bupati T'ebo;
d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kakyat Tebo;

e. Dinas Pendapatan Dacrah adaiah Dinas Pendapatan Daerah kAbupaten
Tebo.

f. Pejabat adalah pegawai vang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

g KASDA adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo;

h. Pasar adalah tempat vang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman /
pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang
dikeiola oleh Penerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;

i. Pelataran adalah tempat di halaman / pelataran pasar dimana didirikan los-

los, petak-petak/kios, toko dan bangunan lamnya, dan disediakan sebagai
tempat berjualan;



Los adalah bangunan tetap didalam linglungan pasar berbentuk bangunan
memanjang tanpa dilengkapi dinding;

Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan
yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan
langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berinalan;

Pelataran adalah halaman / lapangan pasar dimana tidak didirikan los-los,
petak-petak’kios, toko dan bangunan lainnya dan disediakan tempat

. Retribusi Jasa Unuan adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daecrah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum seita dapat dinikmati olch orang pribadi atau badan;

Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas
penyediaan  fasilivas  pasar  tradisional/sederhana yang  berupa
halaman/pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Dacrah, dan
khususnya disediakan wntuk pedagang, tidak termasuk vang dikelola oleh
Perusahaan Daerah (PD) pasar;

Wajib Retibusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan  Retibusi Dacah  diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retvibusi Daerah;

. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas wakiu

bagi wajib retriburi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;

Surat Pendaftaran Obhjek Retribusi Daerah, vang selanjutnya dapat
disingkat SPAORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk
melaporkan data objek retribuei dan wajib  retribusi sebagai dasar
perhitupgan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan
Perundang-undangan Rewibusi Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang wenentukan besamnya jumlash reiribusi yang
torutang,

Surat Ketctapan Retibusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang
sclanjuinya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang
menentukan {ambahan atas jumlah refribusi yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar vang sclanjutnya disingkat SKRDLB
adalah surat keputusan yang mencntukan jumiah kelebiban pambayaran
retribugi kerana jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang
terutang atau tidak scharusnya terutang;

Surat Tagiban Retribusi Dacerah yang sclanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi adan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda;

v. Surat .....



v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
SKRD, SKRDKBT, SKRDK[LB atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
komanditer, perscroan lainnya, badan usaha milik negara atau dacrah
dengan nama dan bentuk apapun, persckutuan, perkumpulan. Firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun , bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

X. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Dacrah;

y. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindak yang dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya
dapat discbut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah
yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BABI
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pasar dipungut refribusi atas pelayanan penyediaan

fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halamam / pelataran, los dan
atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk

pedagang.
Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas  pasar
tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran, los dan atan uwang dan
khusus disediakan untuk pedagang diatas Tanah Milik Pemerintah termasuk
Desa.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan pemyediaan fasilitas
pasar yang dimiliki dan atan dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan
Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat
parkir ditepi jalan umum,

BABII.....



BABII
GOLONGAN KRETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan ocbagas Retribusi Jasa Umum.

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Disai G
Tingkat penggunaan jasa dinkur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar
yang digunakan.
BARYV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam dalamn penctapan strukwr dan besarnya tarif

retribusi dimasukan untuk menutup biaya penycienggaraan penyediaan
pelayanan  fasilitas  pasar ddengan  mempertimbangkan  kemapuan

raasyarakat dan aspek keadialan,

(2) Biaya scsbagaimana dimaksud pada ayat (1) mchputi biaya penyusutan,
biaya buougs puyaman, biaya kebersihan dan keamanan dan  biaya
pengadaan karcis/kartu pasar.

BEABVI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasiiitas yang terdiri atas
halaman/pelataran, los dan olaw kios, luas lokasi dan jangka wakiu

pemakaian;
(2) Lokasi sebagatmana tirnaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan
kelas pasar;

(3) Kelas pasar scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

(4) struktur .....



(4) Strukiur dan besamya tant ditetapkan sebagai herikut :

|

§

. Lokasi | JenisBangwanaa | Tasif
i |
Pasar Milik Pemda dalam | a. Kios Kelas I | Rp.300,~nvhari
Kabupaten Tebo b. Kios Kelas I ' Rp.250,~/m/hari
¢. Kios Kelas M { Rp.200,-/mvhari
d. KiosKelalV Rp.175,-/mhari
g Los : Rp.150,~/m/hari
f. Pelataran | Rp.100,~/m/hari
S R
BABVI
WILAY AH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribugi yang terutang dipungut diwilayah Dacrah tcmpat penyediaan
pelayanan fasilitas pasar diborikan.
PRAB VIl
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUS!I TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangks waktu lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan
olch Bupati melalui Dinas Pendaptan Daerah.

Pasal 11
Saaat retribusi terulang adalah pada saat ditotapkannya Smmm
lsin yang dipersamakan.
BABIX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD

(2) SPAORD .....



(2) SPAORD sebagaimana dimaksud apada ayat (1) harus diisi dengan jolas,
benar dan lengkap scria ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau
Kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penvampaian SPAORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olch Bupati.
BABX
PENETAPAN RETRIBUS!
Pasal 13

(1) Berdasarkan SPAORD scbagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1)
ditetapkan refribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen
lainnya vang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data bare dan atau
data yang semula belum teruagkap vang inenyebabkan pnembahan jumilah
Retribusi yang tevutang, maka dikeluarkap SKRDKRT,

(3) Bentuk. isi dan tata cara penerbitan SKRD atou dokumen lain yang
dipersamakan senagaimanz ¢imaksud pada ayat (1) ditetapkan olch Bupati.

BABXI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggumakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BABXI
SANKST ADMINISTRASI
Pasal 15
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

persen) setiap bulan dan retribusi yang tenutang atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

TMBEUETE -

el



BABXII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasar 16
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi sclambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
sejak diterbitkannya SKRI) atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata cara pembayaran, penyeioran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Bupati.
DABXIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17
(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal

tindak pelaksanaan penagilian Reiribusi dikeluarkan segera setalah 7 (tujuh)
hati sejak jatuh tempo pembayaran,

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /
permgatan / surat lain yang scienis, wajib ratribusi harus melunasi Retribusi
yang terutang.

(3) Surat Teguran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dekeiuarkan olch
Pejabat vang ditunjuk. :

BARXV
KEBERATAN
Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajnkan keberatan hanya kepada Bupati atau
FPejabat yang duunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamsakan,

{2) Keberaton diajukan svoara toriukis Galam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib retribusi meagajukan kebaratan atas keiclapan retribusi,
Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapn
retribusi tersebut.
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(4) Keberatan haru diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dJipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat
menunjukan baliwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, schingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan rouibusi,

DPasal 19

(1) Bapui dalam janghka paling lama 6 {enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberaian Jditerima harus meraberi Keputusan yang diajukan,

(2) Keputusan Bupaii atas keberaian dapat berupa micnerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atan menambah besamya reiribusi.

(3) Apabila jangka waktu scbgaiamana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupaii tidahk memberikan suaty keputusan keberatan yang diajukan
terscbut dianggap dikabuliom.

B ABXVI
PENGENBATTAN EFLERIHAN PEMBIAY AAN
Pasal 20

(1) Atas helebiban pewnbayaran rewribusy, wajib retribasi dapat mengajukan
permchiaonan pengembalian Lepada Bupati,

(2) Bupati dalam jangka wakiv paling lama 6 (enam) hulan sejak diterimanya
peanchionan  kelebihan pembayaran retribusi  permohonan kelebihan
pembayaran retibusi scbagaimaena  dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Bupaii tidak memberikan suatu keputusan, permaohonan pengembalian
kelebihan retvibusi dianggap dikabulkan dan SKRDIB harus diterbitkan
dalam jangka wakiu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan

pembayran retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian ...



(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayuat (1) dilakukan daiam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) scbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
retribusi.

Pasai 21

(1) Permohonan pengeimbalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara
tertulis kepada Bupati dengan sckurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
b. Masa retribusi

¢. DBesamya kelebihan pembayaran
d. Alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
sccara langsung atau melahn pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Dacrah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permononan dicrina olch Bupati.

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan rewribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila Kelcbihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya scbagiamana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4)
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah
bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B ABXVI

PENGURANGAN, KERINGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan
Retribusi.

(2) Pengurangan ....
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(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan scbagaimana dimaksud pada
ayai (1) diberikan dengan mempothatikan kemampuan Wagib Pajak.

(3) Tata cara pengwrangan, horingan dan peiabebasan retribusi diterapkan oleh
Bupati.
D.ABXVI
KADALUWARS A PENACGHIAN
Pasal 24
(1) Hak utuk penagihan retribusi kadaluwarsa setalah melampani jangka waktu

3 (iiga; talum terhiong scjal. oaat terhutaugnya rotribusi, kecuali apabila
Wajib Retribus) melakukan tndak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi schagaimans dimaksud pada ayat (1)
tettangguh apabila

a. Diterbitkan surat teguca, slau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Rcetribusi baik langsung
maupun tidak langsung,
BAB Xia
FENYIDIKAN
Yasal 23
(1) Pejabat Pegwai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten

diberi wewenang khusus scbagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah

(2) Wewenang penyidik tindak pidana sebagairaan dimaksud pada ayat (1)

adalah .

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan roeneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laperan tersebilut lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
prbadi aau badan wning kebenarau perbuatan yang  dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi dacrah.

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

d. Memeriksa ...

Teot TR
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d. Memeriksa bukti-bukii, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

¢. Melakukan penggeledahan unfuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

g Menyuruh berhenti dan atau melarang sescorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pomeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa scbagaimana dimaksud
pada huruf ¢.

h. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Dacrah.

i. Memanggil orang uniuk didengar koteranganmya dan diperiksa senagai
tersangka atau sanksi.

3} Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan Jain vang periu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana  dibidang retribusi dacrah menurut hukum  yang dapat
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannyva kepada Penuntut Umum
sesuai dengan ketentuap yang diatw dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BABXX
KETENTUAN PIDANA
Fasal 26

(1) Wajib Retribusi vang tidak melaksanakan kewajiban schingga merugikan
keuangan Dacrah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi torutang,

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daecrah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini  dengan penempatannya dalam lembaran Daerah
Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 7 Juli 2001

DIUNDANGKAN DI MUARA TEBO
PADA TANGGAL 9 JULI 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 15 SERI B NOMOR 3



PENTELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 1§ TAHUN 2601
TENTANG
RETRIBUSI FASAR
PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai hindak lanjui pelasanasar Undang-undany Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daciah dan Retiibust Daerali Juncio Undang-endangz nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Undang-undang nomor 1% Rahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sexia Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 2 Ayat (2)
huruf f tentang Retribusi Pasar, maka dalam rangka memantapkan otonomi dserah yang
nyata, dinamis, scrasi dan bertanggunga jawah, dalam rangka pembiayaan Pemerintah dan
Pembangunan Dacrah yang bersumber dar: pendipatin asti Jdacrah khususnya yang
berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetaphan Retribusi Paear di Kabupaten Tebo dengan
Peraturan Dacrah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 7
Cukup julas
Pasal 8
Ayat (1) sampat dengan ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6) struktur dan besarnyz tarif dapat dijelaskan dan diperhitingkan tarif Retribusi
Pasar dibawah ini :

1. Biaya .....

ST TR s e

i i



1. Biaya Investasi / Penyusutan

Harga Umur Beban Per Tahun
No Uraian (Rp) Ekonomi (Rp)
1. | a. Pasar Muara Tebo 150.000.000,- | 10 Tahun 15.000.000,-
b. Pasar Sei Bengkal 160.000.000,- | 10 Tahun 10.000.000,-
¢. Pasar Rimbo Bujang 1.000.000.000,- | 20 Tahun 50.000.000,-
d. Gedung Kantor 150.000.000,- | 20 Tahun 7.500.000,-
2. | Mobil Dinas 130.000.000,- | 5 Tahun 26.000.000,-
3. | Kendaraaan Roda Dua 18.000.000,- | 2 Tahun 9.000.000,-
4. | Peralatan Kantor 3.000.000,- | 2 Tahun 6.000.000,-
5. | Tanah 1.250.000.000,- | 25 Tahun 50.000.000,-
Jumlah i - - 140.000.000,-
2. Biaya Kebersihan / Keamanan.
No Uraian Biaya Per Tahun
Rp)
1. | Biaya Kebersihan 60.000.000,-
2. | Biaya Keamanan 45.000.000,-
105.000.000,-
3. Biaya Operasional dan Pemeliharaan
No {Uraian Biaya Per Tahun
(Rp)
1. | Biaya Operasional 60.000.000,-
2. | Pemeliharaan bangunan Pasar 20.000.000,-
3. | Pemeliharaan Kendaraan 15.000.000,-
4. | Pemeliharaan Inventaris Kantor 4.000.000,-
Jumlah 99.000.000,-
4. Biaya Pengadaan Karcis / Kartu Pasar
No Uraian Biaya Per Tahun
(Rp)
1. | Karcis 10.000.000,-
2. | Kartu Pasar 12.000.000,-
Jumlah 22.000.000,-

5. Bunga .....




5. Bunga Pinjaman
Setiap Tahun dibayar bunga pinjaman sebesar Rp. 24.000.000,-

6. Jumlah Biaya Keselurvhan

Ne T Ura in | Bisys PaT &
!
1. | Biaya Inventasi / Penvusutan ? 140.000.000,-
2. | Biaya Kebersihan dan Keamanan ! 105.000.000,-
3. | Biaya Operasional dan Pemeliharaan ! 99.000.000,-
4. | Biaya Pengadaan Karcis/Kartu Pasar I 22.000.000,-
5. | Bunga Pinjaman ! 24.000.000,-
Tumiah 390.000.000,-
7. Dasar Perhitungan
- Data haas fistk Fasilitas Pasar
No Uralan ! Luas
raizn "
1. | KiosKelas1 § 900 M2
2. { KiosKelas il ! 950 M2
3. | Kios Kelas 111 1.050 M2
4. | Kios Kelas TV 2371 M2
5. |Los 975 M2
6. | Pelataran 1.550 M2
Jumlah N T 3 7.796 M2

Ketentuan Penctapan Tarif Rotribusi Pasar -

a. Kios Kelas [
b. Kios Kelas I
¢. Kios Kelas III
d. Kios Kelas IV

T I

]

f. Pelataran

950 M2 dikenakan Tanf sama per M2
84< A2 dikenakan Tarif sama per M2
2.150 M2 dikenakan Tarif sama per M2
1.450 M2 dikenakan Tarif sama per M2
¢. Los = 575 M2
1.150 M2 dikenakan Tarif sama per M2

dikenalim Tarif sama per M2




5. Bunga Pinjaman
Setiap Tahun dibayar bunga pinjaman sebesar Rp. 24.000.000,-

6. Jumlah Biaya Keseluruhan

T T Uraian Bisys For Taboa 180)
!
1. | Biaya Inventasi / Penvusutan ! 140.000.000,-
2. | Biaya Kebersihan dan Keamanan § 105.000.000,-
3. | Biaya Operasional dan Pemeliharaan ! 99.000.000,-
4. | Biaya Pengadaan Karcis/Kartu Pasar I 22.000.000,~
5. | Bunga Pinjaman ! 24.000.000,-
Jumlah L 390.000.000,-
7. Dasar Perhitungan
- Data tuas fisik Fasilitas Pasar
No Uralan ! Luas
rafan '
1. | KiosKelas 1 ! 900 M2
2. | KiosKelas Il ! 950 M2
3. | Kios Kelas 111 1.050 M2
4. | Kios Kelag TV 2371 M2
5. |Los 975 M2
6. | Pelataran 1.550 M2
Jumlah - T 7.796 M2

Ketentuan Penctapan Tarif Rotribusi Pasar -

a. Kios Kelas [
b. Kios Kelas I
¢. Kios Kelas Il
d. Kios Kelas IV

T

o

]

f. Pelataran

950 M?2 dikenakan Tanf sama per M2
84< A2 dikenakan Tarif sama per M2
2.150 M2 dikenakan Tarif sama per M2
1.450 M?2 dikenakan Tarif sama per M2
¢. Los 575 M2

dikenalim Tarif sama per M2

1.150 M2 dikenakan Tarif sama per M2




e

- Pengaruh Faktor Inflasi

Dengan harapan kondis: porekomuan masyaiasal, niaka iaju infiasi rata-rata
pettahan univk § Gchon vary skan datang borgask apada angka 10 %, Hasil

pethitungan Nilai Harapan Biaya schagai berikut

 _TAHUNKE |~ INFLASE T NILAIBIAYA VARIABEL
é i i0 % | Rp. 390.000.000,-
2 10 % | Rp. 429.000.000,-
3 10 % Rp. 471.000.000,-
4 10 % Rp. 519.090.000,-
S 10 % Rp. 570.599.000,-

i

JUMLAH Rp.2.380 989.000,-
BIAY A RATA-RATA Pp. 476.197.800,-

8. Perhitungan Tanif Retribust Pasar

Berdasarkan data terebut diztas dapatiah dihiumg tamt Retribusi Pasar sobagai

berikat ;

Tanf Rata-rata

i

Total Biaya

[ ———

Luas Pasar

Rp. 476.197.800,-

7.796 M2
Rp. 61.082,32,~ M/Tahun

Rp. 169,67, M/Hari

Rp. 170.- M/Hari




Mengingat aspek keadilan dan kemampuan masyarakat pengguna fasilitas pasar dan
memperhatikan faktor diskriminasi (strategis dan non strategis) sedangkan
berdasarkan perhitungan tarif diatas didapat tarif rata-rata Rp. 180/M/Hari. Untuk itu
maka struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No Uraian Taktor ' Tarif Rata-rata | Tarif dibulatkan
Diskriminasi (Rp) Rp)

1 2 3 4 5=4 (3x4)

1. Kios kelas I 1,475 170 250,-/m.hari
2. Kios kelas I 1,323 170 225,-/m/hari
3. Kios kelas IIT 1 170 170,-/m/hari
4. Kios kelas TV 0,882 170 150,~/m/hari
5. Los 0,794 170 135,-/m/hari
6. Pelataran 0,588 170 100,-/m/hari

Pasal 9 s/d pasal 28

Cukup jelas




